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PERBANDINGAN SISTEM PENGAWASAN TERHADAP DIREKSI MENURUT HUKUM
PERUSAHAAN INDONESIA DAN SINGAPURA
(Albima Sakti, 1610113057, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020, 125 halaman)
ABSTRAK

Ada dua model corporate governance di dunia berdasarkan sistem hukum suatu negara, di negara
bersistem hukum civil law seperti Indonesia menganut model double tier system, sedangkan di negara common
law seperti Singapura menganut model single tier system. dalam double tier system terdapat pemisahan antara
organ pengurus dengan organ pengawas, sehingga di Indonesia ditemukan organ Direksi sebagai pengurus dan
organ Komisaris sebagai pengawas. Sedangkan dalam single tier system organ pengurus dan pengawas
disatukan dalam sebuah wadah yang di Singapura dikenal dengan board of director (Direksi). Sehingga tidak
ditemukan organ Komisaris seperti di Indonesia. Karena tidak adanya Komisaris di Singapura, atas perbedaan
tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: perfama, perbandingan sistem pengawasan thaP
Direksi menurut hukum perusahaan Indonesia dan Singapura, kedua kelebihan dan kekurangan sistem
pengawasan terhadap Direksi di Indonesia dan Singapura. Metode penilitian yang digunakan adalah yuridis
normatif, Penilitian ini bersifat deskriptif analitis karena penilitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran
vang lengkap dan menyeluruh. Dari hasil penilitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: pertama, sistem
pengawasan terhadap Direksi menurut hukum perusahaan Indonesia dilakukan oleh sebuah organ khusus
dengan dewan terpisah yang dikenal dengan Dewan Komisaris, sedangkan sistem pengawasan terhadap Direksi
menurut hukum perusahaan Singapura dilakukan oleh sebuah Direksi khusus dengan dewan tergabung yang
dikenal dengan nonexecutive director. Kedua, kelebihan sistem pengawasan terhadap Direksi menurut hukum
perusahaan Indonesia yaitu pemegang saham melalui Dewan Komisaris dapat meningkatkan Kinerja
manajemen, Direksi lebih independen, posisi Dewan Komisaris dan Direksi yang tidak saling mendominasi,
dan dapat mencegah karakter tidak sehat dari perusahaan keluarga. Kelemahannya Dewan Komisaris sering
terlibat pengurusan, tidak terlaksananya fungsi pengawasan, definisi Direksi yang sempit, kurangnya informasi
yang diperoleh, dan kualitas pengawasan yang kurang baik. Kedua, kelebihan sistem pengawasan terhadap
Direksi menurut hukum perusahaan Singapura yaitu mudahnya akses informasi dari pengurus, pengambilan
keputusan yang lebih cepat, luasnya definisi dari Direktur, dan komposisi dewan yang baik. Kelemahannya
rendahnya indepedensi, CEO yang dualistis, struktur kepemilikan saham dan kewenangan pemberhentian
Direktur.
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